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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan
secara tertib, sesuai dengan fungsinya dan memenuhi
persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar
menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya;

b. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung berlandaskan pada
Rencana Tata Ruang Wilayah;

c. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dapat
memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Timur tentang Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Timur dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4532).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lampung Timur dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah lembaga

perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu

dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas
dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun
kegiatan khusus.

4. Bangunan gedung adat adalah bangunan gedung yang didirikan berdasarkan
kaidah-kaidah adat atau tradisi masyarakat sesuai budayanya, misalnya
bangunan rumah adat.

5. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan bangunan
gedung yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi
serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.

6. Penyelenggara bangunan gedung adalah pemilik, penyedia jasa konstruksi,
dan pengguna bangunan gedung.

7. Mendirikan bangunan gedung adalah pekerjaan mengadakan bangunan
seluruhnya atau sebagian, termasuk perkerjaan menggali, menimbun atau
meratakan tanah yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan bangunan
gedung.

8. Mengubah bangunan gedung adalah pekerjaan mengganti dan/atau
menambah atau mengurangi bagian bangunan tanpa mengubah fungsi
bangunan.

9. Membongkar bangunan gedung adalah kegiatan membongkar atau
merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan
bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.

10. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah
perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kepada
pemilik untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi
dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif
dan persyaratan teknis.

11. Garis sempadan bangunan gedung adalah garis maya pada persil atau tapak
sebagai batas minimum diperkenankannya didirikan bangunan gedung,
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dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai atau jaringan
tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas persil atau tapak.

12. Pengawas adalah orang yang mendapat tugas untuk mengawasi pelaksanaan
mendirikan bangunan sesuai dengan IMB.

13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW
Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten.

14. Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten adalah rencana detail tata ruang
kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten yang disusun
sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang dan dijadikan dasar
bagi penyusunan peraturan zonasi.

15. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan selanjutnya disebut RTBL adalah
panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan
ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana
umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian
rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

16. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap
blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata
ruang.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Lingkup

Paragraf 1
Maksud

Pasal 2

Maksud dari peraturan daerah ini adalah sebagai acuan sekurang-kurangnya
untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung sejak dari
perizinan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, kelaikan bangunan
gedung agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tujuan

Pasal 3

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :
1. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata

bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
2. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin

keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan;

3. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Paragraf 3
Lingkup

Pasal 4

(1) Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai fungsi dan
klasifikasi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan
bangunan gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, peran masyarakat,
pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, dan sanksi.
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(2) Untuk bangunan gedung fungsi khusus, dalam hal persyaratan,
penyelenggaraan dan pembinaan tidak diatur dalam peraturan daerah ini.

BAB II
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 5

(1) Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan
persyaratan teknis bangunan gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan
lingkungan maupun keandalannya serta sesuai dengan peruntukan lokasi
yang diatur dalam RTRW Kabupaten Lampung Timur atau dan/atau RTBL.

(2) Fungsi bangunan gedung meliputi :
a. bangunan gedung fungsi hunian, dengan fungsi utama sebagai tempat

manusia tinggal;
b. bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat

manusia melakukan ibadah;
c. bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat

manusia melakukan kegiatan usaha;
d. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai

tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya;
e. bangunan gedung fungsi khusus dengan fungsi utama sebagai tempat

manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi
dan/atau tingkat risiko bahaya tinggi; dan

f. bangunan gedung lebih dari satu fungsi.

Pasal 6

(1) Bangunan gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat
manusia tinggal dapat berbentuk :
a. bangunan rumah tinggal tunggal;
b. bangunan rumah tinggal deret;
c. bangunan rumah tinggal susun; dan
d. bangunan rumah tinggal sementara.

(2) Bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat
manusia melakukan ibadah keagamaan dapat berbentuk :
a. bangunan masjid, mushalla, langgar, surau;
b. bangunan gereja, kapel;
c. bangunan pura;
d. bangunan vihara;
e. bangunan kelenteng; dan
f. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.

(3) Bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia
melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk :
a. bangunan gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran

nonpemerintah dan sejenisnya;
b. bangunan gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat

perbelanjaan, mal dan sejenisnya;
c. bangunan gedung pabrik;
d. bangunan gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel,

penginapan dan sejenisnya;
e. bangunan gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop

dan sejenisnya;
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f. bangunan gedung terminal seperti bangunan stasiun kereta api, terminal
bus angkutan umum, halte bus, terminal peti kemas, pelabuhan laut,
pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, bandar udara; dan

g. bangunan gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan
gudang, gedung parkir dan sejenisnya.

(4) Bangunan gedung sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat
manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya dapat berbentuk :
a. bangunan gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah taman

kanak kanak, pendidikan dasar pendidikan menengah, pendidikan tinggi,
kursus dan semacamnya;

b. bangunan gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas,
poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk panti asuhan, panti
jompo dan sejenisnya;

c. bangunan gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung
kesenian, bangunan gedung adat dan sejenisnya;

d. bangunan gedung laboratorium seperti bangunan laboratorium fisika,
laboratorium kimia, dan laboratorium lainnya, dan

e. bangunan gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung
olah raga dan sejenisnya.

(5) Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utama yang memerlukan tingkat
kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional dan/atau yang mempunyai
tingkat risiko bahaya yang tinggi.

(6) Bangunan gedung lebih dari satu fungsi dengan fungsi utama kombinasi lebih
dari satu fungsi dapat berbentuk :
a. bangunan rumah – toko (ruko);
b. bangunan rumah – kantor (rukan);
c. bangunan gedung mal – apartemen – perkantoran; dan
d. bangunan gedung mal – apartemen – perkantoran - perhotelan.

Pasal 7

(1) Fungsi bangunan gedung diusulkan oleh calon pemilik bangunan gedung
dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan
lokasi yang diatur dalam RTRW Kabupaten Lampung Timur dan/atau RTBL
dan persyaratan yang diwajibkan sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

(2) Penetapan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh Bupati Lampung Timur
melalui penerbitan IMB.

(3) Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan dan penetapan oleh
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 8

(1) Klasifikasi bangunan gedung menurut klasifikasi fungsi bangunan didasarkan
pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis bangunan
gedung.

(2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
diklasifikasikan berdasarkan:
a. tingkat kompleksitas meliputi :


